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SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DEPOK



PENDAHULUAN
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu
perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun.

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Inpres tersebut
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tujuan dari pelaporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang
terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta
sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk
meningkatkan kinerjanya.
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STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP KOTA DEPOK
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Tugas & 
Fungsi
Satpol PP

TUGAS :

Membantu Walikota melaksanakan urusan

Pemerintahan dan tugas pembantuan bidang

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat

FUNGSI :

1.PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN 

KEBIJAKAN TEKNIS bidang Ketentraman dan Ketertiban

Umum serta Perlindungan Masyarakat

2.PELAKSANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN sesuai dengan

lingkup tugasnya

3.PELAKSANAAN ADMINISTRASI Satpol PP

4.PELAKSANAAN FUNGSI LAIN yang diberikan oleh walikota 

terkait dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan

Peraturan Wali Kota 

Depok No 110 

Tahun 2016

tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja

Satpol PP 
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ISU STRATEGIS PERMASALAHANNYA KONDISI IDEAL

PENEGAKAN PERDA Masih ditemui pelanggaran Perda antara
lain : Bangunan tidak ber-IMB atau
Bangunan yg melanggar ketentuan Perda, 
Usaha tidak dilengkapi SIUP/HO, Perizinan
Reklame/Spanduk baik berdasarkan data 
maupun laporan

TERWUJUDNYA KETERTIBAN 
PERIZINAN melalui Kerjasama yang 
terintegerasi antara Satpol PP dengan
Dinas/Instansi terkait

GANGGUAN KETERTIBAN 
UMUM DAN 

KETENTERAMAN
MASYARAKAT

Masih ditemui PKL di trotoar, di bahu jalan, 
dan di jalur hijau; Bangunan liar di lahan
Fasos Fasum Pemerintah; Peredaran
Minuman Beralkohol; dan contoh yang 
berkaitan dengan Ketenteraman antara lain 
Keberadaan Anjal, Gelandang-Pengemis, 
Pengamen di jalur-jalur Protokol; dan
Keberadaan PSK yang menjadi Penyakit
Masyarakat, serta Peminta Sumbangan

TERCIPTANYA KENYAMANAN 
MASYARAKAT melalui Penataan titik-
titik gangguan ketertiban umum dan
ketenteraman dengan melibatkan
Dinas/Instansi terkait, swasta, dan
peran masyarakat
(Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan
PKL tertuang dalam Perpres 125 Tahun
2012, serta Pedoman Penataan dan
Pemberdayaan PKL tertuang dalam
Permendagri 41 Tahun 2012)

PELINDUNGAN
MASYARAKAT

Adanya laporan gangguan Kamtibmas
seperti tawuran dan daerah-daerah rawan
sosial; Penanganan Bencana Alam melalui
antisipasi dini yang belum optimal; Belum
dilakukan Deteksi dini gangguan Tibum
Tranmas serta yang menyangkut dengan
daerah kerawanan sosial

MENINGKATNYA KAPASITAS 
ANGGOTA SATLINMAS

ISU 
STRATEGIS

Menyangkut

Tugas dan

Fungsi

Satpol PP
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MISI Ke-1 RPJMD :
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan

transparan

AKIBAT
SPM Bid Pemerintahan Dalam

Negeri tidak tercapai scr Maksimal

Pelanggaran Perda dan Gangguan
Tranmas Tibum Tidak Tertata dan

Terkelola dg Baik

Masalah
Utama

Keterbatasan Kapasitas Kelembagaan Satpol PP dari Aspek
Personil, Sarana Prasarana, dan Koordinasi/Konsolidasi

SEBAB Kurangnya Sarpras Kurangnya Personil

Keanggotaan Satlinmas
belum terkoordinasi dg 

baik

Lemahnya
Sinergitas Satpol Tk.Kota

dengan Kec/Kel

Analisis
Permasalahan
Pencapaian
Kinerja

Mengacu pada

Keterkaitan

RPJMD dan

RENSTRA 

dengan

Sumber Daya

yg Dimiliki

Satpol PP
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Gambaran Kinerja Pelayanan Satpol PP Berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota

Jenis Pelayanan

Dasar
Indikator SPM

2017 2018

Target Realisasi Target Realisasi

1 Pemeliharaan

Ketertiban Umum, 

Kententraman

Masyarakat dan

Perlindungan

Masyarakat

1 Cakupan Penegakan

Perda Kota Depok dan

Perwa Kota Depok
(Formulasinya : Jumlah kasus pelanggaran Perda

yang diselesaikan DIBAGI Jumlah pelanggaran

Perda yang dilaporkan/dipantau DiKALI 100)

70% 76,56

%

73% 85%

2 Cakupan Rasio Patroli

Siaga Ketertiban Umum

dan Kententraman

Masyarakat
(Formulasinya : Banyaknya kelompok patroli dikalikan

3 kali patroli dalam sehari DIBAGI Banyaknya

kelompok kecamatanJumlah Satuan Linmas DIBAGI 

Jumlah RT)

6,27 6 6,82 5,27

3 Cakupan Rasio Petugas

Perlindungan Masyarakat

(Linmas) di Kota Depok
(Formulasinya : Satuan Linmas DIBAGI Jumlah

RT)

0,17

(1 Orang  

setiap RT)

0,11 0,20 0,21
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TUJUAN - SASARAN – Capaian IKU

MISI TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA SASARAN 
(IKU)

TARGET REALISASI

2016 2017 2018 2016 2017 2018

MISI Ke-1
Meningkatkan

kualitas

pelayanan

publik yang 

profesional dan

transparan

Meningkatkan

Kualitas

Pelayanan

Bidang

Ketertiban

Umum

Meningkatnya

Kualitas

Manajemen

Pemerintahan

dalam

Pelayanan

Publik

Predikat SAKIP 

Satpol PP

CC B B B B -
(Belum

dilakukan

penilaian

oleh

Inspektorat)
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ESELON II

ESELON III

Misi Ke- 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yg Profesional dan Transparan
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Ketertiban Umum
Indikator Tujuan : Cakupan Penegakan Perda/Perwa

Sasaran Strategis 1 : 
Meningkatkan Kualitas
Manajemen Pemerintahan
dlm Pelayanan Publik
Indikator Kinerja : Nilai
SAKIP; Persentase Aset
Satpol PP Kondisi Baik; dan
Tingkat Profesionalitas
Aparatur Satpol PP

Sekretaris

Kepala Satuan Melakukan Perjanjian Kinerja dengan Walikota terhadap Pencapaian :

Sasaran Strategis 2 : 
Meningkatnya Ketertiban
Umum
Indikator Kinerja : Cakupan
Penegakan Perda/Perwa

Sasaran Strategis 4 : 
Meningkatnya
Ketenteraman Masyarakat
Indikator Kinerja :
Kelompok Mitra Satpol PP 
yg Aktif

Kabid Gakda

Sasaran Strategis 2 : 
Meningkatnya Ketertiban
Umum
Indikator Kinerja :
Persentase Kawasan
Rawan Trantibum yg Tertib

Sasaran Strategis 3 : 
Meningkatnya
Ketenteraman Masyarakat
Indikator Kinerja : Cakupan
Patroli Siaga Ketenteraman
Masyarakat

Sasaran Strategis 3 : 
Meningkatnya
Ketertiban Umum
Indikator Kinerja :
Cakupan Rasio Petugas
Linmas

Kabid PSD & Linmas
Kabid

Tranmastibum Pamwal

Diturunkan scr Struktural (ke bawah) ke Eselon III, sesuai Sasaran Strategis (SS) dan
IKU yang ditetapkan dlm PK :

CASCADING
Satpol PP
Cascading

adalah Proses 

Penjabaran dan

Penyelarasan

Kinerja dari

Sasaran Strategis, 

IKU, dan/atau

target IKU secara

vertikal dari level 

unit/pegawai

yang lebih tinggi

ke level 

unit/pegawai

yang lebih rendah

Selanjutnya dari masing2 Sasaran Strategis (SS) dan IKU didalam PK tsb; dari Eselon III 
diturunkan ke Eselon IV didasarkan pada Sasaran Strategis Pendukung dan Indikator

Kinerja Pendukung dalam rangka pencapaian outcomes
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ESELON III

Sekretaris Kabid Gakda Kabid PSD & Linmas
Kabid

Tranmastibum Pamwal

CASCADING
Satpol PP

Cascading

adalah Proses 

Penjabaran dan

Penyelarasan

Kinerja dari

Sasaran Strategis, 

IKU, dan/atau

target IKU secara

vertikal dari level 

unit/pegawai

yang lebih tinggi

ke level 

unit/pegawai

yang lebih rendah

Selanjutnya dari masing2 Sasaran Strategis (SS) dan IKU didalam PK tsb; dari Eselon III 
diturunkan ke Eselon IV didasarkan pada Sasaran Strategis Pendukung dan Indikator

Kinerja Pendukung dalam rangka pencapaian outcomes

ESELON IV

Sasaran Kinerja 1: Terpeliharanya
Aset Satpol PP
Indikator Kinejra: Jumlah Aset yg
dimiliki dan digunakan
Sasaran Kinerja 2: Meningkatnya
Aset Satpol PP
Indikator Kinerja: Jumlah Kebutuhan
Aset Satpol PP
Sasaran Kinerja 3: Meningkatnya
Kualitas/Kuantitas Aparatur Satpol
PP
Indikator Kinerja : Jml PNS Satpol PP 
memiliki (sertifikat) kompetensi; Jml
PNS Satpol PP; Jml Tekon; Jml Satgas
Trantibum
Sasaran Kinerja 4 : Meningkatnya
Patroli Pengawasan dan Monitoring
Indikator Kinerja : Jml Kendaraan
Operasional Patroli

Sasaran Kinerja 5: Meningkatnya
Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
Indikator Kinerja: Pemenuhan
Renstra; Renja; Penguk.Kin; 
Pelap.Kin; Eva.Internal; Kin.Berjln

Sasaran Kinerja 6: Meningkatnya
Verifikasi Keuangan
Indikator Kinerja: Jml SPJ 
terverifikasi; Jml penyerahan SPJ 
sesuai jadwal

Subbag Umum

Subbag PEP

Subbag Keuangan

Sasaran Kinerja 7: 
Meningkatnya Peran Mitra
Satpol PP
Indikator Kinerja: Jml
Kelompok Mitra yg
terkoordinasi dengan Satpol
PP; Jml Kelompok Mitra di 11 
Kec

Sasaran Kinerja 9: 
Terlaksananya Penegakan
Perda
Indikator Kinerja : Jumlah
(kasus) Pelanggaran Perda
yang diselesaikan

Sasaran Kinerja 10: 
Meningkatnya Kawasan
Rawan Trantibum yg Tertib
Indikator Kinerja : Jml titik
pantau Rawan Trantibum yg
ditertibkan

Kasie Gak & Dak

Kasie Binluh

Kasie Lidik dan Sidik

Sasaran Kinerja 11: Terjaganya
Ketertiban Umum
Indikator Kinerja : Jml titik
pelanggaran yang 
dipantau/dilaporkan
Sasaran Kinerja 12: 
Terpeliharanya Ketertiban
Umum
Indikator Kinerja : Jumlah titik
pantau Rawan Trantibum di 
11 Kec
Sasaran Kinerja 13: 
Meningkatnya Patroli
Pengawasan dan Monitoring
Indikator Kinerja : Jml
Kelompok Patroli; Banyaknya
Patroli dalam sehari

Sasaran Kinerja 14: 
Meningkatnya Pengaamanan
dan Pengawalan
Indikator Kinerja : Jml
Pengamanan; Jml Pengawalan

Kasie Tranmas Tibum

Kasie Pamwal

Sasaran Kinerja 15:
Meningkatnya Disiplin
Pegawai/Personil Satpol PP
Indikator Kinerja : Jml
pelatihan disiplin; Jml
pembinaan disiplin

Sasaran Kinerja 16: 
Meningkatnya Peran
Satlinmas
Indikator Kinerja : Jml
Satlinmas
Sasaran Kinerja 17: 
Meningkatnya Peran
Kelurahan
Indikator Kinerja : Jml RT 
(Rukun Tetangga)

Kasie PSD

Kasie Linmas
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Hasil Rapat LKIP dengan Kemenpan RB

tgl 15 Oktober 2018
Uraian

Renstra Perubahan
2016-2021

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (IKU)
Target
2016

Target
2017

Target 
2018

Target 
2019

Target
2020

Target 
2021

Visi RPJMD Kota Depok yang 
Unggul, Nyaman dan
Religius

Misi Ke-1 
RPJMD

Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik yang 
Profesional dan
Transparan

Meningkatkan 
Kualitas Pelayanan
Bidang Ketertiban
Umum

Indikator Tujuan : 
Cakupan
Penegakan Perda
dan/atau Perwal

1. Meningkatnya
Kualitas
Manajemen
Pemerintahan
dalam Pelayanan
Publik

Predikat SAKIP Satpol PP CC B B BB BB BB

Persentase Aset Satpol PP 
kondisi baik

32% 40% 58% 76% 76% 76%

Tingkat Profesionalitas Aparatur
Satpol PP

11,11% 13,42% 14,75% 16,13% 17,74% 19,35%

Total

2. Meningkatnya
Ketertiban Umum

Cakupan Penegakan Perda
dan/atau Perwal

56% 70% 73% 81% 92% 100%

Persentase Kawasan Rawan
Trantibum yang Tertib

57,44% 63,08% 68,72% 80% 89,23 95,38%

Cakupan Rasio Petugas Linmas 0,15% 0,17% 0,20% 0,22% 0,25% 0,27%

3. Meningkatnya
Ketentraman
Masyarakat

Persentase Mitra Kerja Satpol PP 
yang aktif

3,97% 6,35% 61% 71% 76% 80%

Cakupan Patroli Siaga Ketertiban
Umum dan Kententraman
Masyarakat

5,73% 6,27% 6,82% 7,36% 7,91% 8,45%

3 Sasaran 8 IKU

Renstra-P 2016-2021 
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CAPAIAN IKU DAN CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM RPJMD

IKU Satuan
2016 2017 2018

Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %

Predikat
SAKIP Satpol
PP

Predikat CC B 100 B B 100 B - -

Cakupan
Penegakan
Perda
dan/atau
Perwal

% 56 54.69 97.22 70 76.56 110.11 73 85 117,09

Cakupan 
Rasio Petugas 
Linmas 

rasio 0.15 0.12 83.33 0.17 0.11 63.27 0,20 0,21 101,21

Realisasi IKU

Satpol PP

Kota Depok
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12

RENCANA 
AKSI

Satpol PP

Kota Depok, 

Disusun Rencana Aksi
dalam rangka
optimalisasi
pencapaian target 
kinerja

RENCANA AKSI SATPOL PP

1. Meningkatnya
Kualitas Manajemen
Pemerintahan dalam
Pelayanan Publik

1. Predikat Sakip
Satpol PP

2. Persentase Aset
Satpol PP kondisi baik

3. Tingkat 
Profesionalitas
Aparatur Satpol PP

2. Meningkatnya
Ketertiban Umum

4. Cakupan
Penegakan Perda
dan/atau Perwal

5. Persentase
Kawasan Rawan
Trantibum yang 
Tertib

6. Cakupan Rasio
Petugas Linmas

3. Meningkatnya
Ketentraman
Masyarakat

7. Persentase Mitra
Kerja Satpol PP yang 
aktif

8. Cakupan Patroli
Siaga Tibum dan
Tranmas

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur Satpol PP 
secara kuantitas dan kualitas melalui perbaikan manajemen 
organisasi dan inpassing jabatan fungsional.
2.Melakukan sinergitas kinerja secara internal pada program dan
kegiatan yang didasarkan Tupoksi dalam rangka pencapaian
outcomes.

4. Melakukan koordinasi terintegrasi dengan dinas terkait dalam
upaya pelaksanaan penegakan Perda.
5. Melakukan kerjasama yang intensif dengan pihak Kejaksaan
dalam penegakan Perda.
6. Melakukan koordinasi terintegerasi dengan dinas terkait dalam
penentuan titik-titik gangguan ketertiban umum.
7. Melakukan upaya peningkatan bidang Pelindungan Masyarakat
dengan Memfungsikan SISKAMLING di tingkat RT/RW, Pendataan
Anggota Satlinmas secara komprehensif, Penetapan Jumlah
Salinmas.

8. Meningkatkan peran aktif masyarakat melalui mitra-mitra Satpol
PP dalam kegiatan sosialisasi Perda/Perwal
9. Memfungsikan peran mitra Satpol PP dalam meningkatkan 
ketenteraman masyarakat
10. Melakukan penambahan Sarpras berupa kendaraan
operasional Patroli dan Penertiban.

3. Melakukan pendidikan dan pelatihan secara berjenjang melalui
pemenuhan kompetensi aparatur yang melibatkan dinas terkait.

SASARAN IKU



PERBANDINGAN CAPAIAN IKU SATPOLPP SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2018

Perbandingan
Capaian IKU 
Satpol PP

Capaian Kinerja

Tahun 2016-

2017-2018

dilakukan

Pembanding

untuk mengetahui

sejauh mana

capaian kinerja

Satpol PP Kota 

Depok

Indikator Kinerja

Sasaran

(IKU)

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2016 2017 2018
Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %

1. Predikat SAKIP B B 100 B B 100 B - 0

2. Persentase Aset Satpol

PP kondisi baik

32.00 42.00 131.25 40.00 46.00 115.00 58.00 57.88 99.79

3. Tingkat Profesionalitas

Aparatur Satpol PP

11.11 11.44 102.94 13.42 13.65 101.71 14.75 16.38 111.02

4. Cakupan Penegakan

Perda dan/atau Perwal

56 54.69 97.22 70 76.56 110.11 73 85 117.09

5. Persentase Kawasan

Rawan Trantibum yang 

Tertib

57.44 41.03 71.43 63.08 46.15 73.17 68.72 83.59 121.64

6. Cakupan Rasio 

Petugas Linmas

0.15 0.12 83.33 0.17 0.11 63.27 0.20 0.21 105.31

7. Persentase Mitra Kerja

Satpol PP yang aktif

3.97 5.00 126.00 6.35 6.00 94.50 61.11 61.85 101.21

8. Cakupan Patroli Siaga

Ketertiban Umum dan

Kententraman

Masyarakat

5.73 5.73 100.00 6.27 6.00 95.65 6.82 5.27 77.33

Rata-Rata

Capaian
101.52 94,18 91.68 13



BIDANG PROGRAM SATPOL PP 2019 - 2021

Bidang
Program 
Satpol PP

Pada Tahun

2019 – 2021 

dilakukan

pemangkasan

Program dari 7 

Program menjadi

6 Program

Bidang Program Indikator Kinerja

Program

Kondisi Awal

2016

Target

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6

1. Peningkatan

administrasi perkantoran

Persentase penyediaan

administrasi

perkantoran

100% 100% 100% 100%

2. Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Persentase penyediaan

sarana dan prasarana

aparatur

100% 100% 100% 100%

3. Peningkatan Kualitas

Sumber Daya Aparatur

Persentase Pegawai

yang mendapatkan

Pengembangan

Kompetensi

35% 45% 45% 45%

4. Peningkatan  sistem 

pelaporan capaian kinerja 

dan  keuangan 

Predikat SAKIP B BB BB BB

5. Peningkatan

Ketentraman, Ketertiban, 

dan Perlindungan

Masyarakat

Cakupan Penegakan 

Perda dan Perwal

56% 81% 92% 100%

Cakupan Rasio Petugas

Linmas

0,15% 0,22% 0,25% 0,27%

6. Peningkatan Kualitas

Perencanaan

Cakupan Integrasi

Perencanaan

100% 100% 100% 100%
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UPAYA PENINGKATAN MANAJEMEN KINERJA SATPOL PP 
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN VISI KOTA DEPOK

RENCANA 
PERBAIKAN 
MANAJEMAN  
KINERJA 

Pada Tahun

2019 – 2021, 
Satpol PP Kota 

Depok

Depok Kota 

Sehat, 

Depok Kota 

Bersih, 

Depok Kota 

Ramah Keluarga

Upaya Perbaikan Kinerja yang dilakukan Satpol PP 
Kota Depok, antara lain :
1. Membangun sistem.
2. Merasionalisasikan sasaran strategis dengan

meng-otorisasi Indikator tujuan yakni Indikator
Kinerja Utama (IKU) ke indikator proses yakni
indikator kinerja pada program dan kegiatan.

3. Pemangkasan jumlah program atau kegiatan
sebagai langkah rasionalisasi kegiatan yang tidak
langsung mendukung pencapaian hasil
(outcomes).

4. Fokus pada implementasi kegiatan dengan
melakukan Span Of Control (pengendalian kerja
aparatur) secara efektif.

5. Menyusun sistematika pengukuran hasil kerja
yang dikorelasikan dengan target IKU sebagai
progress results.

6. Membuat pemetaan pencapaian hasil kinerja
tahun berjalan dan target kinerja tahun yang 
akan datang, dengan melakukan pembanding
pada pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya.

7. Meningkatkan peran eksternal organisasi Satpol
PP (Instansi terkait, pihak swasta, dan
masyarakat) dalam kerangka pencapaian kualitas
pelayanan.

Penerapan Perbaikan Manajemen Kinerja
disesuaikan dengan Struktur Organisasi Satpol
PP Kota Depok, yakni perlu memperhatikan
tugas dan fungsi yang melekat pada masing-
masing komponen dalam struktur organisasi
Satpol PP sehingga perlu dilakukan peningkatan
koordinasi dan konsolidasi dari sisi
perencanaan yang sistematis dalam rangka
pencapaian hasil kinerja yang sinergis. 15



PERUBAHAN RENSTRA SATPOL PP KOTA DEPOK TAHUN 2016-2021
SESUAI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA 2018

VISI/MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

Visi : Kota Depok yang 

Unggul, Nyaman dan 

Religius

Meningkatkan Kualitas 

Pelayanan Bidang 

Ketertiban Umum

Cakupan Penegakan 

Perda dan/atau Perwal

1. Meningkatnya Kualitas 

Manajemen Pemerintahan 

dalam Pelayanan Publik

1. Predikat SAKIP

2. Persentase Aset Satpol PP 

kondisi baik

3. Tingkat Profesionalitas 

Aparatur Satpol PP
Misi Ke 1 : Meningkatkan

Kualitas Pelayanan Publik

yang Profesional dan

Transparan
2. Meningkatnya Ketertiban 

Umum

4. Cakupan Penegakan 

Perda dan/atau Perwal

5. Persentase Kawasan 

Rawan Trantibum yang 

Tertib

6. Cakupan Rasio Petugas 

Linmas

3. Meningkatnya 

Ketentraman Masyarakat

7. Persentase kelompok 

Mitra Satpol PP yang aktif

8. Cakupan Patroli Siaga

Ketertiban Umum dan

Kententraman Masyarakat
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STRATEGI/KEBIJAKAN DAN PROGRAM 2018 

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM

1. Predikat SAKIP Satpol PP Meningkatkan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan

Peningkatan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan

2. Persentase Aset Satpol PP 

kondisi baik

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur

3. Peningkatan Administrasi Perkantoran

3. Tingkat Profesionalitas 

Aparatur Satpol PP

Meningkatkan SDM Aparatur 

Satpol PP

Peningkatan Kualitas SDM 

Aparatur Satpol PP

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya 

Aparatur

4. Cakupan Penegakan Perda 

dan/atau Perwal

Meningkatkan Ketertiban Umum 

dengan melakukan kerjasama 

ter-Integrasi dengan Instansi 

terkait

Peningkatan Ketertiban Umum

5. Peningkatan kualitas perencanaan 

pembangunan

6. Peningkatan ketentraman dan

ketertiban masyarakat

5. Persentase Kawasan Rawan 

Trantibum yang Tertib

6. Cakupan Rasio Petugas 

Linmas

7. Persentase kelompok Mitra 

Satpol PP yang aktif

Meningkatkan Ketentraman 

Masyarakat dengan mendorong 

partisipasi masyarakat

Peningkatan Ketentraman 

Masyarakat

7. Gerakan Sadar Hukum

8. Cakupan Patroli Siaga 

Ketertiban Umum dan

Kententraman Masyarakat
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DAFTAR PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA 2018
OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJANo Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kewenangan

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya Kualitas Manajemen 

Pemerintahan dalam Pelayanan Publik

1.Predikat SAKIP Satpol PP Sekretaris

2.Persentase Aset Satpol PP Kondisi Baik Sekretaris

3.Tingkat Profesionalitas Aparatur Satpol PP Sekretaris

2 Meningkatnya Ketertiban Umum 4.Cakupan Penegakan Perda dan/atau Perwa Kepala Satuan; dan Para Kepala Bidang

5.Persentase Kawasan Rawan Trantibum yang Tertib Kepala Satuan; dan Para Kepala Bidang

6.Cakupan Rasio Petugas Linmas Kepala Satuan; dan Para Kepala Bidang

3 Meningkatnya Ketentraman Masyarakat 7.Persentase Mitra Kerja Satpol PP yang Aktif Kepala Satuan; dan Para Kepala Bidang

8.Cakupan Rasio Patroli Siaga Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat

Kepala Satuan; dan Para Kepala Bidang

No Program Anggaran Keterangan

1 Peningkatan Kualitas Perencanaan 

Pembangunan

Rp.        50.000.000

2 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 

Masyarakat

Rp.   13.465.737.000

3 Gerakan Sadar Hukum Rp.          959.362.400

4 Peningkatan Administrasi Perkantoran Rp.          650.449.500

5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp.         6.885.421.000

6 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Rp.           299.652.000

7 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan

Rp.          79.998.400

Total Anggaran Perubahan 2018 Rp.    22.390.620.300
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Berikut ini kami sampaikan pencapaian kinerja pada 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan, antara lain :  

MISI KE-1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2018

Interpretasi
Target Realisasi %

1 Meningkatnya Kualitas 

Manajemen 

Pemerintahan dalam 

Pelayanan Publik

1. Predikat SAKIP Satpol PP Predikat B - - Belum Penilaian

2. Persentase Aset Satpol PP kondisi 

baik

% 58 57.88 99.79

3. Tingkat Profesionalitas Aparatur 

Satpol PP

% 14.75 16.38 111.02

2 Meningkatnya 

Ketertiban Umum

4. Cakupan Penegakan Perda 

dan/atau Perwal

% 73 85 117.09

5. Persentase Kawasan Rawan 

Trantibum yang Tertib

% 68.72 83.59 121.64

6. Cakupan Rasio Petugas Linmas Rasio (%) 0.20 0.21 105.31

3 Meningkatnya 

Ketentraman 

Masyarakat

7. Persentase kelompok Mitra Kerja

Satpol PP yang aktif

% 61 61.85 101.21

8. Cakupan Patroli Siaga 

Kententraman Masyarakat

Rasio (%) 6.82 5.27 77.33

Rata-Rata Capaian Kinerja, kecuali Predikat SAKIP Satpol PP
91.68 19



Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2018 ditampilkan pada tabel dibawah ini :

MISI KE-1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Didukung Program
Tahun 2018

Interpretasi
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

1 Meningkatnya 

Kualitas Manajemen 

Pemerintahan dalam 

Pelayanan Publik

1. Predikat SAKIP Satpol PP
Peningkatan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja, Keuangan
79.998.400 79.976.000 99,97 Efisiensi

2. Persentase Aset Satpol PP kondisi 

baik

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur dan

Peningkatan Administrasi

Perkantoran

7.535.870.500 5.116.949.547 67,90

3. Tingkat Profesionalitas Aparatur 

Satpol PP

Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Aparatur
299.652.000 291.082.000 97,14 Efisiensi

2 Meningkatnya 

Ketertiban Umum

4. Cakupan Penegakan Perda 

dan/atau Perwal

Peningkatan Kualitas Perencanaan

Pembangunan; Peningkatan

Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat; dan Gerakan Sadar

Hukum

14.475.099.400 13.770.026.600 95,13 Efisiensi

5. Persentase Kawasan Rawan 

Trantibum yang Tertib

6. Cakupan Rasio Petugas Linmas

3 Meningkatnya 

Ketentraman 

Masyarakat

7. Persentase Mitra Kerja Satpol PP 

yang aktif

8. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban

Umum dan Kententraman 

Masyarakat

Total Anggaran Perubahan Tahun 2018 22.390.620.300 19.258.034.147 86,01 20
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